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OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA 

DAN FAKTOR PENDUKUNGNYA 

Ramlan Surbakti 

  

Makalah ini akan difokuskan pada jawaban atas tujuh pertanyaan berikut: Mengapa otonomi 
daerah seluas-luasnya, dan mengapa bukan federasi? Bagaimana pembagian kekuasaan antara 
Pemerintah Pusat, daerah otonom Propinsi, daerah otonom Kabupaten, daerah otonom Kota, 
dan otonomi asli Desa dilakukan? Mengapa otonomi seluas-luasnya diletakkan pada Kabupaten 
dan Kota? Mengapa 11 jenis kewenangan itulah yang diserahkan kepada daerah otonom 
Kabupaten dan Kota sebagai kewenangan wajib? Bagaimana daerah otonom membiayai 
otonominya tersebut? Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan hambatan bagi realisasi 
otonomi daerah seluas-luasnya? Dan apa yang dapat dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat 
warga di masing-masing daerah otonom untuk mendukung realisasi otonomi daerah seluas-
luasnya tersebut? 

PARADIGMA LAMA KE PARADIGMA BARU 

Rezim Orde Baru menggunakan paradigma kekuasaan yang "satu terpusat dan seragam" dalam 
tiga wujud berikut. Pertama, sentralisasi kekuasaan pada Pusat, Eksekutif, dan Presiden 
merupakan prakondisi bagi stabilitas politik, sedangkan stabilitas merupakan condition qua non 
bagi kesuksesan pembangunan nasional. Kedua, pembentukan budaya nasional oleh Negara 
sebagai pengganti budaya lokal (penyeragaman budaya) merupakan prakondisi bagi persatuan 
dan kesatuan bangsa. Dan ketiga, sentralisasi redistribusi kekayaan nasional akan menjamin 
pemerataan dan keadilan sosial. Otonomi daerah seluas-luasnya dalam bidang politik, ekonomi 
dan budaya dipandang sebagai sumber disintegrasi nasional. Paradigma kekuasaan seperti ini 
telah menghasilkan sejumiah kesuksesan ekonomi tetapi juga korban sosial don politik (social 
and political costs) dan korban kemanusiaan dan krisis multidemensional yang berkepanjangan 
sebelum dan setelah Presiden Soeharto turun dari singgasana kekuasaan. 

Sebagai ganti dari paradigma lama ini diajukan suatu paradigma baru yang merupakan kebalikan 
dari paradigma lama tersebut. Pertama, pemisahan kekuasaan diantara legislatif, eksekutif dan 
yudikatif, dan desentralisasi kekuasaan kepada daerah otonom merupakan prakondisi 
penghormatan kepada budaya lokal baik dalam arti pengetahuan lokal (local knowledge) maupun 
kejeniusan lokal (local genius) tidak salah akan menjamin pluralisme budaya tetapi juga 
mendorong integrasi nasional. Dan kedua, desentralisasi sumber pendapatan dan penggunaan 
pendapatan nasional kepada daerah otonom lebih mampu menjamin pemerataan dan keadilan 
sosial. Otonomi daerah seluas-luasnya dalam bidang politik, ekonomi dan budaya justru akan 
mendorong integrasi nasional. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah disusun berdasarkan paradigma baru ini. 

Negara federasi dipilih tidak saja karena pada waktu penyusunan UU ini perubahan UUD 1945 
belum menjadi agenda nasional (walaupun sejumlah pihak sudah mengusulkan, seperti Romo 
Mangun dan PAN), tetapi juga karena dianggap tidak realistik. Dianggap tidak realistik karena 
untuk pembentukan negara federasi harus didahului oleh pembentukan sejumlah negara bagian. 
Negara federasi dibentuk oleh kesepakatan sejumlah negara bagian. Pembentukan negara 
bagian di Indonesia juga belum tentu belangsung mulus tidak saja karena harus membubarkan 
negara kesatuan tetapi juga belum tentu semua daerah propinsi atau kabupaten menyetujui 



federasi. Apalagi ternyata masih cukup banyak daerah atau kelompok yang belum memahami 
apa itu negara federasi. Bahkan ada daerah atau kelompok menganggap federasi sebagai Iawan 
dari kesatuan. Singkat kata, pembentukan negara federasi di Indonesia sekarang ini belum tepat 
dari segi waktu dan ruang. Yang kemudian dipilih ialah otonomi daerah seluas-luasnya dalam 
bentuk susunan negara kesatuan tetapi disusun berdasarkan semangat federalisme. Pilihan ini 
dinilai tepat sesuai dengan ruang dan waktu tetapi juga dapat dipandang sebagai tahapan yang 
harus dilalui menuju federasi bila nantinya tetap dikehendaki. 

PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH 

Pembagian kekuasaan antara Pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan 
tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani Pusat hampir sama 
dengan yang ditangani oleh Pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, 
pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang 
memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh Pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, 
standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan 
sumberdaya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani Pusat disebutkan secara spesifik 
dan limitatif dalam UU tersebut. Dalam RUU Pemda yang diajukan Pemerintah, agama termasuk 
yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai bagian dari otonomi daerah. Namun MUI 
menyampaikon keberatan kepada DPR dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk tetap 
menempatkan urusan agama pada Pusat dengan alasan kuatir akan muncul daerah agama. 

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. 
Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada Pusat (seperti pada negara federal); 
disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, 
tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggungjawab karena 
kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi 
daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan 
yang serasi antara Pusat dan daerah dan antar daerah. Disamping itu otonomi seluas-luasnya 
(keleluasaan otonomi) juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam 
penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan 
evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi 
harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber 
daya manusia. 

Karena disamping daerah otonom propinsi juga merupakan daerah administratif, maka 
kewenangan yang ditangani propinsi/gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka 
desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonom 
Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup :  

a). Kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam 
bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan;  

b). Kewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian 
pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumberdaya manusia 
potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, 
pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan 
penyakit menular, dan perencanaan tata ruang propinsi;  

c). Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploatasi, konservasi dan 
pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, 
penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara, dan  



d). Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah 
kota dan diserahkan kepada propinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten 
atau kota tersebut. 

Bila dicermati secara seksama, maka tampaknya kriteria yang digunakan dalam menentukan 
jenis kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom propinsi lebih didasarkan pada 
kriteria efisiensi daripada kriteria politik. Artinya, jenis kewenangan yang dipandang lebih efisien, 
diselenggarakan oleh propinsi daripada pusat ataupun kabupaten/kota. Sudah barang tentu 
dengan kekecualian bagi kewenangan yang diserahkan kepada propinsi khusus dan istimewa. 
Dari segi tujuan yang dicapai dengan otonomi daerah (jenis dan jumlah kewenangan) tersebut, 
tampaknya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur lebih menonjol sebagai sasaran 
yang akan dicapai daripada peningkatan pelayanan publik kebutuhan dasar dan kesejahteraan 
rakyat. Kecuali bila pertumbuhaan ekonomi ini memang diarahkan pada penciptaan kesempatan 
kerja. Peningkatan kesejahteraan rakyat mungkin akan ditangani propinsi, semata-mata karena 
daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota belum mampu, atau karena dilimpahkan 
pusat kepada propinsi. Akan tetapi seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, pekerjaan yang 
layak dari segi jenis dan penghasilan bagi penduduk yang berumur kerja merupakan kunci 
kesejahteraan sosial. Karena itu daerah otonom propinsi hendaknya mengarahkan pertumbuhan 
ekonomi kepada penciptaan kesempatan kerja tersebut. 

Desentralisasi kekuasaan kepada daerah disusun berdasarkan pluralisme daerah otonom dan 
pluralisme otonomi daerah. Daerah otonom tidak lagi disusun secara bertingkat (Dati I, Dati II, 
dan Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terendah) seperti pada masa Orde Baru 
melainkan dipilah menurut jenisnya, yaitu daerah otonom propinsi, daerah otonom kabupaten, 
daerah otonom kota, dan kesatuan masyarakat adat (desa atau nama lain) sebagai daerah 
otonom asli. Jenis dan jumlah tugas dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom 
(otonomi daerah) tidak lagi bersifat seragam seluruhnya melainkan hanya yang bersifat wajib 
saja yang sama sedangkan kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada daerah otonom 
kabupaten dan daerah otonom kota untuk memilih jenis dan waktu pelaksanaannya. Perbedaan 
daerah otonom kabupaten/kota dengan daerah otonom kabupaten/kota lainnya tidak saja terletak 
pada jenis kewenangan pilihan yang ditanganinya tetapi juga jenis kewenangan wajib yang 
mampu ditanganinya karena bila belum mampu menanganinya maka jenis kewenangan itu buat 
sementara dapat diurus oleh propinsi. 

Perbedaan setiap daerah otonom propinsi terletak pada apakah propinsi itu daerah 
khusus/istimewa ataukah biasa, dan apakah terdapat kabupaten atau kota yang berada dalam 
wilayah propinsi itu yang belum mampu menangani semua jenis kewenangan wajib tersebut. Di 
Indonesia dikenal tiga propinsi yong berstatus khusus, yaitu DKI Jakarta (khusus karena ibukota 
negara), Daerah Istimewa Aceh (dalam hal sejarah, adat istiadat dan agama), dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (dalam hal sejarah dan kepeminpinan daerah). Bila bercermin pada 
kemampuan kabupaten dan kota yang terdapat pada sejumlah propinsi di Indonesia dewasa ini, 
maka untuk beberapa propinsi tersebut seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar 
daripada kabupaten dan kota. Propinsi Irian Jaya, Kalimantan Tengah, dan Riau mungkin 
termasuk kedalam kategori ini, sedangkan semua propinsi di Jawa, Sumut, Sulawesi Selatan, 
dan Sulawesi Utara misalnya yang hampir semua kabupaten/kotanya sudah memiliki 
kemampuan di atas rata-rata tetap mengikuti UU tersebut (kewenangan kabupaten dan kota lebih 
banyak daripada propinsi). Akan tetapi pluralisme otonomi daerah seperti ini rupanya dinilai 
terlalu kompleks sehingga tidak diadopsi dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut. 

Desa (Jawa), nagari (Sumbar), baniar (Bali), huta/kuta (Batak), negeri (Maluku), gampong 
(Aceh), dan nama lain di daerah lain dikembalikan statusnya sebagai kesatuan masyarakat adat 
yang berwenang mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dan kesatuan masyarakat adat 
lainnya itu diakui sebagai memiliki otonomi asli, yaitu tugas dan kewenangan yang lahir 
berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan tradisi masyarakat tersebut. Kesatuan masyarakat adat 
bukan lagi unit administrasi pemerintahan terendah; ia bukan lagi perpanjangan tangan negara 



atau daerah otonom. Negaranisasi yang dilakukan Orde Baru terhadap kesatuan masyarakat 
adat, yang menyebabkan kehancuran kelembagaan, kemampuan, pengetahuan, dan 
sumberdaya lokal, hendaknya diakhiri. Kesatuan masyarakat adat hendak dikembalikan sebagai 
self governing community. Karena pada masa lalu kesatuan masyarakat adat ini cenderung 
menjadi korban pengusaha kehutanan, pengusaha industri, pengusaha perumahan, dan 
pengusaha industri pariwisata, maka dalam UU ini ditegaskan keharusan adanya kerjasama 
antara perusahaan yang melakukan investasi di kawasan pedesaan tersebut dengan kesatuan 
masyarakat adat. 

Dalam rangka negara kesatuan, Pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan melakukan 
pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi pengawasan yang dilakukan Pusat terhadap 
daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau 
sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud 
ialah seperti berikut : Pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan 
gubernur bertindak sebagai wakil Pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara 
preventif perundang-undangan, yaitu setiap Perda memerlukan persetujuan Pusat untuk dapat 
berlaku. Menurut UU baru ini, bupati dan walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom 
yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada 
masa jabatannya tetapi penetapan ataupun pemberhention kepala daerah secara administratif 
(pembuatan Surat Keputusan) masih diberikan kepada Presiden. Gubernur pada pihak lain masih 
merangkap sebagai wakil Pusat dan kepala daerah otonom, tetapi UU baru ini menetapkan 
kewenangan Pusat dan kewenangan DPRD untuk mengontrol gubemur secara seimbang. 
Pengawasan Pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan berdasarkan 
supremasi hukum. Artinya, setiap Perda yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah langsung 
dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan Pemerintah. Akan tetapi Pusat setiap saat dapat 
menunda atau membatalkannya bila Perda itu dinilai bertentangan dengan Konstitusi, UU dan 
kepentingan umum. Sebaliknya, bila daerah otonom (DPRD dan Kepala Daerah) menilai justru 
tindakan Pusat menunda atau membatalkan itulah yang bertentangan dengan Konstitusi, UU 
atau kepentingan umum, maka daerah otonom dapat mengajukan gugatan/keberatan kepada 
Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pusat dan daerah otonom harus 
patuh kepada keputusan MA. 

PENDAPATAN DAERAH OTONOM 

Pada masa lalu prinsip yang digunakan dalam menjamin kemampuan daerah otonom membiayai 
otonominya ialah function follows money (tugas dan kewenangan mengikuti sumber pendapatan 
daerah). Artinya, makin tinggi kemampuan daerah mendapatkan pendapatan asli daerah, makin 
besar tugas dan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom tersebut. Penerapan prinsip 
seperti ini tidak saja dinilai terlalu mengedepankan faktor ekonomi (efisiensi) dan mengabaikan 
faktor kultural dan politik tetapi juga dinilai telah menyebabkan eksploatasi ekonomi (terlalu 
banyak pungutan) terhadap warga daerah demi PAD. Selain itu, penerapan prinsip seperti itu 
tanpa disertai penyerahan kewenangan mendapatkan pendapatan kepada daerah otonom tidak 
saja menyebabkan kepincangan antara Pusat dan daerah tetapi juga antar daerah. Kenyataan 
seperti inilah yang antara lain menjadi penyebab kemunculan tuntutan di sejumlah daerah 
penghasil devisa negara untuk merdeka, federasi, ataupun otonomi seluas-luasnya. 

Untuk merespon fenomena seperti ini, prinsip yang diterapkan dalam UU Pemda yang baru ini 
bukan lagi function follows money melainkan money follows function. Artinya, pertama-tama 
sejumlah jenis tugas dan kewenangan yang dipandang sangat penting dan/atau sangat 
bermanfaat (necessary) ditangani daerah otonom diserahkan kepada daerah otonom. Apa saja 
yang seharusnya atau lebih efisien ditangani Pusat harus ditangani Pusat sedangkan selebihnya 
diserahkan kepada daerah otonom. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk 
menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber 
keuangan bagi daerah otonom, Pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan Pusat 
dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut : 



Pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu 
bagi daerah otonom dari jenis penerimaan Pusat. Misalnya, dari penerimaan Pajak Penghasilan 
(PPn) yang diperoleh Pusat di suatu daerah otonom, maka daerah otonom akan menerima 
sebesar 25 persen. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara 
pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antara Pusat dan daerah otonom. 
Misalnya, kewenangan menarik Pajak Penghasilan ditangani Pusat tetapi kewenangan menarik 
Pajak Penjualan (sales tax) atau Pajak Barang Mewah diserahkan kepada daerah otonom. 

Metode yang pertama diadopsi dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah (PKPD), sedangkan metode kedua diadopsi dalam UU No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru. UU PKPD membedakan Dana Perimbangan 
menjadi tiga kategori : Pertama, bagian/ persentase tertentu yang diterima daerah otonom dari 
sejumlah Pajak Pusat dan penerimaan Pusat, yaitu PBB, Bea Balik Nama Pemilikan Tanah, 
penerimaan kehutanan, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan umum, dan 
penerimaan migas. Kedua, Alokasi Umum (block grant) sebesar 25% dari APBN yong diberikan 
kepada daerah otonom berdasarkan sejumlah indikator seperti luas wilayah, jumlah penduduk, 
dan indikator kualitas hidup manusia. Dana ini dimaksudkan demi pemerataan tetapi 
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Dan ketiga, 
Alokasi Khusus (spesific grant) yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Pusat dalam APBN. 
UU Pemda menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai terdiri atas Pajak dan Retribusi 
Daerah seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997, Perusahaan Daerah, Pinjaman dan 
Obligasi Daerah, Sumber Pendapatan lain yang sah, dan Dana Perimbangan. Selain itu, UU 
Pemda yang baru juga menetapkan ketentuan no mandating without funding. Artinya, setiap 
penugasan dalam rangka medebewin (pembantuan) kepada daerah otonom harus disertai 
sarana, anggaran, dan personilnya. 

Kebijakan seperti ini belum memuaskan semua pihak. UU PKPD misalnya dianggap lebih 
menguntungkan propinsi penghasil devisa negara, seperti Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kaltim 
dan Irian Jaya daripada propinsi di Jawa dan daerah minus lainnya. Para pengamat misalnya 
lebih menghendaki penerapan metode kedua (pembagian kewenangan mendapatkan 
pendapatan) secara penuh karena dianggap lebih menjamin keadilan wilayah dan keadilan 
sosial. Tetapi Pemerintah Pusat mengajukan argumentasi mendukung metode campuran itu 
berupa: siapa yang akan membayar utang luar negeri, siapa yang akan membiayai daerah 
otonom yang minus, dan siapa yang akan membiayai penyelenggaraan pemerintahan Pusat? 
Argumentasi ini tentu banyak benarnya, tetapi argumentasi baliknya juga dapat diajukan: siapa 
sesungguhnya yang menikmati hasil utang luar negeri itu? 

MENGAPA KABUPATEN DAN KOTA 

UU baru ini tidak lagi dinamai UU tentang Pemerintahan di Daerah melainkan UU tentang 
Pemerintahan Daerah karena UU ini hanya mengatur daerah otonom dan otonomi daerah 
(penjabaran asas desentralisasi). Sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan 
mengatur daerah sendiri) diberikan kepada daerah otonom Kabupaten dan daerah otonom Kota 
atas dasar pertimbangan budaya, politik (demokrasi), dan ekonomi lokal. Pertama, sebagian 
terbesar budaya lokal dalam arti etnik atau subetnik di Indonesia lebih dapat diakomodasi secara 
politik dalam lingkup wilayah kabupaten atau kota daripada propinsi. Kebanyakan kabupaten dan 
kota di Indonesia dibentuk lebih berdasarkan pertimbangan kultural dan politik seperti ini 
daripada pertimbangan ekonomi atau efisiensi. Akan tetapi propinsi juga harus tetap menjadi 
daerah otonom untuk mengakomodasi kepentingan daerah secara kultural dan politik. Kedua, 
dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam 
dalam lingkup kabupaten/kota, suatu kabupaten/kota akan dapat tumbuh menjadi basis ekonomi 
lokal, yang berkembang dari, oleh dan untuk warga lokal. Dengan sedikit sentuhan (stimulus) dari 
luar, ekonomi lokal ini akan dapat berkembang tidak saja secara agregat tetapi terutama bagi 
pemenuhan kebutuhan warga lokal akan barang dan jasa. 



Dan ketiga, makin dekat suatu pemerintahan dengan rakyat, makin mudah bagi rakyat 
mengontrolnya sehingga tetap berpegang pada asas demokrasi berupa pemerintahan dari, oleh 
dan untuk rakyat. Pemerintahan itu merupakan milik warga lokal sehingga dapat dikontrol oleh 
warga lokal. Pemerintahan itu diselenggarakan (diprakarsai, dibicarakan, disepakati/diputuskan, 
dilaksanakan, dan diawasi) oleh para wakil rakyat (DPRD) yang dipilih warga lokal, oleh Kepala 
Daerah yang dipilih oleh dan bertanggungiawab kepada wakil rakyat, dan jajaran birokrasi daerah 
yang tunduk dan bertanggungiawab kepada Kepala Daerah dan DPRD. Pemerintahan itu akan 
diselenggarakan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan warga lokal. Dari pertimbangan 
sekala ekonomipun, lingkup wilayah kabupaten/kota cukup memadai untuk dikelola oleh 
pemerintah yang bertugas mengadakan dan mendistribusikan jenis pelayanan publik utama 
kepada rakyat. 

Walaupun demikian, begitu banyak kabupaten di luar Jawa yang wilayahnya begitu luas 
sehingga justru membuat pemerintah daerah kewalahan dalam mengelolanya. Karena itu 
kecenderungan ke depan justru mengarah kepada pemekaran kabupaten dan propinsi, seperti 
sudah mulai diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR 1998-1999. Selama kurun waktu yang singkat 
ini Pemerintah dan DPR telah membentuk 45 Kabupaten dan Kotamadya baru (sehingga 
seluruhnya menjadi 366), dan tiga propinsi baru (seluruhnya menjadi 29). Sebaliknya, seiumlah 
kabupaten dan kota di Jawa mungkin harus digabungkan dengan kabupaten tetangganya karena 
tidak mampu melaksanakan otonominya. 

KEWENANGAN WAJIB 

UU ini menyerahkan 11 jenis kewenangan wajib kepada Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah 
Otonom Kota, yaitu pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, 
lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, 
dan koperasi. Selain itu, Kabupaten atau Kota yang mempunyai batas laut juga diberi 
kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan Propinsi yang 12 mil. Jenis kewenangan 
lain yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota ialah 
kewenangan pilihan, yaitu jenis kewenangan yang tidak termasuk yang ditangani Pusat dan 
Propinsi. Penjabaran kesebelas kewenangan itu, dalam arti lingkup kegiatan dan tingkat 
kewenangan yang akan diserahkan kepada daerah otonom Kabupaten dan Kota, masih harus 
menunggu penyesuaian sejumlah UU yang selama in! mengatur ke 11 jenis kewenangan itu 
dengan paradigma dan jiwa UU No. 22 Tahun 1999. 

Namun bila diperhatikan secara seksama, maka kesebelas jenis kewenangan itu termasuk 
kategori pelayanan publik baik berupa infrastruktur, seperti pekerjaan umum dan perhubungan 
maupun kebutuhan dasar seperti pertanahan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, dan 
lingkungan hidup; baik yang menyangkut penyiapan tenaga kerja, seperti pendidikan, tenaga 
kerja dan kesehatan maupun penciptaan kesempatan kerja, seperti pertanian, koperasi, 
perdagangan dan industri, dan penanaman modal. Apakah bentuk dan arah kebijakan dalam 11 
jenis kewenangan itu menunjang pelayanan publik infrastruktur dan kebutuhan dasar, atau 
mengarah pada penyiapan pekerja dan kesempatan kerja ataukah tidak sangatlah tergantung 
kepada dua faktor berikut : bentuk dan arah penyesuaian sejumlah UU yang selama ini mengatur 
11 jenis kewenangan itu dengan paradigma dan jiwa UU No. 22 Tahun 1999; dan bentuk dan 
arah kebijakan (Perda) yang akan dibuat oleh DPRD dan Pemda Kabupaten/Pemda Kota. DPRD 
dan Pemda Kabupaten dan Pemda Kotalah yang akan mengatur 11 kewenangan itu, 
mengenakan beban yang harus ditanggung oleh warga masyarakat dalam 11 jenis kewenangan 
itu, dan mengalokasikan manfaat yang bakal diterima oleh berbagai kalangan masyarakat 
mengenai 11 jenis kewenangan itu 

Penyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonom Kabupaten dan daerah 
otonom Kota dilandasi oleh sejumlah pemikiran berikut : Pertama, makin dekat produsen dan 
distributor pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, 
merata, berkualitas dan terjangkau pelayanan publik tersebut. Hal ini disebabkan karena DPRD 



dan Pemda sebagai produsen dan distributor pelayanan publik tersebut dinilai lebih memahami 
aspirasi warga daerah, lebih mengetahui kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi 
dan kendala daerah, dan lebih mampu mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik yang 
belingkup lokal tersebut daripada Propinsi dan Pusat. Sebaliknya, karena DPRD dan Pemda 
Kabupaten dan Kotalah yang membuat dan melaksanakan kebijakan perihal pelayanan publik 
tersebut, maka warga daerah melalui wadah-wadah yang dibentuknya lebih mampu 
mempengaruhi dan mengontrol DPRD dan Pemda daripada mempengaruhi Propinsi dan Pusat 
karena semakin jauh pusat kekuasaan dari warga masyarakat makin suka warga daerah 
mempengaruhinya. 

Kedua, penyerahan 11 jenis kewenangan itu kepada daerah otonom Kabupaten dan daerah 
otonom Kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor politik lokal dan 
sumberdaya manusia yang berkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas, dan 
melakukan inovasi karena kewenangan merencanakan, membahas, memutuskan, 
melaksanakan, mengevaluasi, dan akuntabilitas mengenai 11 jenis kewenangan itu berada pada 
para aktor politik lokal dan sumberdaya manusia lokal yang berkualitas tadi. Hal ini berarti 
budaya lokal berupa pengetahuan lokal (local knowledge), keahlian lokal (local genius), potensi 
lokal dan manusia lokal akan dapat didayagunakan secara maksimal. Ketiga, pelaksanaan 11 
jenis kewenangan ini sangat tergantung kepada tersedianya sumberdaya manusia yang 
berkualitas dalam bidang-bidang yang diserahkan tersebut. Yang menjadi persoalan ialah belum 
semua Kabupaten dan Kota memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut. Karena 
distribusi sumberdaya manusia yang berkualitas tidak merata, dan kebanyakan berada di Jakarta 
dan kota besar lainnya, maka penyerahan 11 jenis kewenangan ini juga dimaksudkan agar 
sumberdaya manusia yang berkualitas di kota-kota besar diredistribusikan dari Jakarta ke daerah 
otonom kabupaten dan kota, dan agar sumberdaya manusia berkualitas bermigrasi ke daerah 
otonom kabupaten dan daerah otonom Kota yang memadukan sumberdaya manusia berkualitas 
tersebut, khususnya yang mempunyai skill dan keahlian dalam 11 jenis kewenangan itu. 

Dan keempat, data statistik menunjukkan betapa yang memerlukan pekerjaan jauh lebih banyak 
daripada kesempatan kerja yang tersedia, apalagi pertambahan tenaga kerja berlangsung terus, 
sejalan dengan umur penduduk Indonesia. Konsekuensi menganggur dari penduduk yang begitu 
besar jumlahnya tidak hanya kemiskinan sarana hidup dan kemiskinan harga diri tetapi juga 
keresahan dan gejolak politik. Karena itu pihak yang menaruh perhatian, memikirkan, 
mempersiapkan, dan menyiapkan kesempatan kerja harus diperbanyak kuantitas dan 
kualitasnya, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga lebih dari 366 daerah otonom Kabupaten 
dan daerah otonom Kota. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah tetapi juga kalangan swasta 
pusat dan lokal. Dengan penyerahan 11 jenis kewenangan itu kepada lebih dari 366 daerah 
otonom Kabupaten dan daerah otonom Kota, maka para anggota DPRD dan Kepala Daerah 
Kabupaten dan Kota harus secara aktif memikirkan penyiapan tenaga kerja dan kesempatan 
kerja. 

Bahkan dengan penyerahan kewenangan seperti itu kepada daerah otonom Kabupaten dan Kota 
dikandung maksud agar para calon anggota DPRD dan para calon Kepala Daerah berkampanye 
kepada warga masyarakat daerah mengenal pekerjaan ini. Suatu saat nanti kita akan mendengar 
kampanye seperti berikut : Pilihlah saya karena saya akan menciptakan 50 ribu kesempatan 
kerja selama masa jabatan saya! Warga daerah dan Iawan politiknya mungkin bertanya : 
bagaimana caranya? Jawaban para calon tadi kira-kira seperti berikut : Saya akan mengundang 
para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini dengan menawarkan berbagai 
kemudahan seperti perijinan, tax holiday, fasilitas jalan dan perhubungan, dan tata ruang. 
Bukankah tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan dan industri, pekerjaan umum, 
perhubungan, dan pertanahan menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten dan Kota? 

FAKTOR PENDUKUNG DAN HAMBATAN 



Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor 
pendukung. Pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 Undang-undang yang selama ini 
mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Undang-undang yang perlu 
diubah ialah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 2 Tahun 1992 
tentang Budi Daya Tanam, UU tentang Tata Ruang, UU yang mengatur Perhubungan Darat, Laut 
dan Udara, UU tentang Tenaga Keqa, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Kesehatan, 
sejumiah UU yang mengatur Pekerjaan Umum, sejumlah UU yang mengatur Perdagangan dan 
industri, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Koperasi, UU tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah, dan UU yang mengatur tata ruang dan pertanahan. Semua UU ini dibuat pada masa 
Orde Baru berdasarkan paradigma kekuasaan yang "satu terpusat dan seragam". Karena itu, 
DPR dan Pemerintah hasil Pemilu 1999 harus menetapkan perubahan sejumlah UU tersebut 
sebagai prioritas utama. Jiwa dan arah UU Otonomi Daerah yang baru itu sangat ditentukan oleh 
bentuk dan arah perubahan sejumlah UU. 

Kedua, konsistensi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan jiwa dan arah otonomi daerah 
yang baru tersebut. Kabinet Album Keluarga besar Bangsa Indonesia yang dibentuk oleh 
Abdurrachman Wahid, Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Wiranto ini jelas tidak konsisten 
dengan jiwa, arah, dan bentuk kebijakan yang dikehendaki UU No. 22 Tahun 1999 karena masih 
dibentuk kementerian koperasi, tenaga kerja, penanaman modal, pekerjaan umum, 
perhubungan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan industri, dan pertanian 
secara tersendiri. Apakah pemerintah, dan khususnya para menteri yang membidangi 
kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom, akan bersedia mengurangi 
kekuasaannya? Menteri Negara Otonomi Daerah pasti harus melakukan pertarungan dengan 
departemen lain dalam mewujudkan UU Otonomi Daerah tersebut. 

Ketiga, penyebarluasan dan pendalaman jiwa, arah, dan bentuk otonomi daerah yang 
dikehendaki UU tersebut kepada sebanyak mungkin pihak, khususnya para pejabat pemerintah 
di pusat dan daerah, politisi di Jakarta, para aktor politik lokal dalam Ranah Kekuasaan Lokal, 
Ranah Masyarakat Warga dan Ranah Ekonomi Lokal. Para penjabat Pemerintah Pusat dan 
daerah, sipil dan tentara, dan politisi Pusat (bahkan sejumlah politisi lokal) perlu memahami dan 
mendalami paradigma baru ini karena paradigma kekuasaan lama itu tidak saja telah menjadi 
pola perilaku (pattern for behavior) bagi mereka tetapi juga menjadi perilaku yang mempola 
(pattern of behavior). Mengubah perilaku, apalagi mengubah pemahaman dan kesadaran, yang 
telah terbentuk selama beberapa dekade bukanlah pekerjaaan yang mudah. Akan tetapi bila 
proses pemahaman jiwa, arah dan bentuk kebijakan otonomi daerah itu disertai penjabarannya 
dalam bentuk do and don't, dan dengan mekanisme penegakan berupa insentif dan disinsentif, 
maka bukan tidak mungkin mereka itu berubah. Sebaliknya, para aktor politik yang berkecimpung 
dalam Ranah Kekuasaan Lokal, Ranah Masyarakat Warga Lokal, dan Ranah Ekonomi Lokal juga 
perlu memahami jiwa, arah dan bentuk kebijakan otonomi daerah yang baru ini sehingga secara 
sinerjik dapat mengajukan tuntutan yang efektif untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut. 

Keempat, otonomi daerah ini akan dapat diwujudkan bila terdapat aktor politik lokal dalam jumiah 
dan kualitas yang memadai untuk berprakarsa, merumuskan usul, membicarakan don 
memperdebatkan, menyepakati, memutuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi 
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik mengenai salah satu dari kewenangan 
wajib tersebut. Bentuk dan arah kebijakan dalam masing-masing 11 jenis kewenangan itu akan 
ditentukan oleh para aktor politik lokal ini. Aktor politik lokal ini tidak saja yang berkiprah pada 
partai politik, DPRD, don Pemda (Ranah Kekuasaan lokal), tetapi juga pada LSM, organisasi 
kemasyarakatan, media massa, kalangan menengah, cendikiawan dan pengamat, dan lembaga 
pemantau demokratik. Yang diperlukan tidak saja aktor politik lokal yang bergerak dalam dunia 
ekonomi (Ranah Ekonomi Pasar), tetapi juga yang bergerak pada ranah komunitas agama, adat 
istiadat, dan suku bangsa. Para aktor politik lokal seperti ini diperlukan karena yang otonom itu 
bukan saja DPRD dan Pemda, tetapi seluruh warga daerah dalam semua ranah yang disebutkan 
tersebut. Keterlibatan para aktor yang bergerak di luar Ranah Kekuasaan diperlukan tidak saja 
untuk mendesak realisasi otonomi daerah tersebut tetapi juga untuk mengontrol ranah 



kekuasaan agar menghormati otonomi Ranah Masyarakat Warga, otonomi Ranah Ekonomi, dan 
otonomi komunitas suku bangsa dan agama, dan agar melakukan intervensi kepada ketiga ranah 
lainnya hanya bila necessary (diperlukan dan diminta). 

Kelima, otonomi daerah yang begitu luas akan dapat diwujudkan bila terdapat sumberdaya 
manusia (pegawai daerah) dalam jumiah dan kualitas yang sesuai. Karena implementasi bentuk 
dan arah kebijakan mengenal masing-masing 11 jenis kewenangan itu sepenuhnya berada pada 
jajaran aparat birokrasi daerah (pegawai daerah), tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis dari Pusat seperti pada masa Orde baru, maka memang sangat diperlukan pegawai 
daerah yang ahli dan trampil dalam bidang: tata ruang dan pertanahan, pendidikan dan 
kebudayaan, tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan dan industri, lingkungan hidup, 
kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, dan koperasi (seharusnya kebudayaan 
dan koperasi tidak diurus oleh pemerintah baik pusat maupun daerah karena merupakan ranah 
masyarakat warga, ranah komunitas dan ranah ekonomi). Yang menjadi persoalan selama ini 
ialah pegawai yang berkualitas ini menumpuk di kota besar di Jawa, khususnya di Jakarta. 
Karena itu, realisasi otonomi daerah ini mengharuskan adanya: mutasi pegawai dari Pusat 
kepada daerah otonom kabupaten/kota, dan redistribusi SDM dari kota besar ke daerah otonom 
kabupaten/kota yang langka SDM berkualitas tersebut. Apakah para pegawai negeri di berbagai 
departemen itu bersedia pindah? Apakah SDM di kota besar bersedia bekerja di daerah 
terpencil? Sebaliknya, apakah mereka ini dapat survive dan hidup layak di daerah tersebut? 

Dan terakhir, sumber pendapatan daerah untuk membiayai otonomi daerah. Pemerintah telah 
menjamin sumber pendapatan daerah seperti yang diuraikan di atas tetapi masih terdapat 
sekurang-kurangnya dua persoalan. Pertama, kemampuan daerah otonom mengelola sumber 
pendapatan daerah tersebut dalam arti kemampuan menentukan penggunaan anggaran secara 
tepat sasaran, dan kemampuan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran baik 
secara administratif maupun secara politik dan hukum. Dan kedua, daerah otonom yang kurang 
memiliki sumberdaya alam yang memadai niscaya akan mendapatkan PAD dan Dana 
Perimbangan dari Pusat dalam jumlah yang kurang memadai. Daerah otonom seperti ini mungkin 
akan dapat bertahan dan berkembang bila memiliki sumberdaya lainnya, seperti pariwisata, 
kerajinan, dan sumberdaya manusia yang handal. Sebaliknya, daerah otonom yang memiliki 
sumberdaya alam yang masih terpendam tetapi memerlukan kapital yang besar untuk 
mengolahnya mungkin memerlukan uluran tangan dari luar. 

Faktor-faktor pendukung yang disebutkan di atas sekaligus dapat pula dijadikan sebagai faktor 
penghambat bila tidak terpenuhi. Selain itu, terdapat tiga hambatan lain yang perlu segera 
dihilangkan. Pertama, struktur komando militer yang paralel dengan struktur pemerintahan sipil, 
mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Pada masa Orde Baru, Komandon 
Kodim misalinya dapat mengambil alih kewenangan Kepala Daerah dan DPRD. Reformasi 
Politik, khususnya otonomi daerah akan terwujud bila struktur komando militer ini secara 
bertahap dihilangkon mulai dad Babinsa dan Koramil kemudian menyusul Kodim dan Korem. 
Kedua, lembaga Muspida dan Muspika yang tidak memiliki dasar hukum (Konstitusi dan UU) 
tetapi dalam praktek dibentuk dan dijalankan justru mencegah penegakan hukum secara 
konsisten. Pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat bila Muspida dan Muspika ini masih 
berfungsi karena kekuasaan akan terkonsentrasi pada "Musyawarah" ini. Dan ketiga, pimpinan 
partai politik propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa masih tunduk dan tergantung kepada 
DPP sedangkan para anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupoten/Kota justru duduk dalam 
lembaga otonomi daerah. Sebagai warga partai dia tunduk pada komando DPP tetapi sebagai 
anggota DPRD dia otonom. Struktur kepengurusan partai politik di Indonesia harus pula 
disesuaikan dengan jiwa dan arah otonomi daerah ini. 

APA YANG DAPAT DISUMBANGKAN OLEH RANAH MASYARAKAT WARGA 

Unsur Ranah Masyarakat Warga di daerah, seperti LSM, Organisasi Kemasyarakatan, dan 
Lembaga Pemantau Demokrasi dapat memberikan setidak-tidaknya tiga kontribusi bagi realisasi 



otonomi daerah ini. Pertama, unsur Masyarakat Warga secara aktif telibat dalam Ranah 
Masyarakat Warga dengan cara berdialog dan bekerjasama dengan unsur Masyarakat Warga 
lainnya di daerah untuk membicarakan dan menyepakati apa yang menjadi kepentingan 
bersama, dan bersama-sama memperjuangkannya kepada Ranah Kekuasaan daerah (DPRD 
dan Pemda). Sebelum menjadi Perda, setiap jenis kewenangan yang diberikan kepada daerah 
otonom itu hendaknya didahului dengan diskusi publik diantara komponen Ranah Masyarakat 
Warga daerah dan antara Ranah masyarakat Warga dan Ranah Kekuasaan. Setiap unsur 
masyarakat, hendaknya secara aktif mengambil bagian daripada diskusi publik tersebut, dan 
dalam upaya mempengaruhi Ranah Kekuasaan. Bentuk dan Arah kebijakan Daerah harus ikut 
ditentukan oleh semua komponen Ranah Masyarakat Warga sehingga kesalahan struktural 
dapat dicegah. 

Kedua, unsur Masyarakat Warga dapat mempersiapkan para aktor politik lokal melalui 
kaderisasi, pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya untuk berkiprah tidak saja pada Ranah 
Kekuasaan (partai politik, DPRD dan Pemda) tetapi juga pada Ranah Masyarakat Warga, Ranah 
Ekonomi, dan Ranah Komunitas Suku-bangsa. Hal ini penting tidak saja untuk menjamin 
pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi Masyarakat Warga, otonomi Masyarakat Ekonomi, 
dan otonomi komunitas suku bangsa tetapi juga agar bentuk dan arah intervensi Ranah 
Kekuasaan daerah kedalam ketiga ranah lainnya harus sesuai dengan kehendak ranah yang 
bersangkutan. Integrasi nasional akan dapat dipelihara, dan demokrasi akan dapat diwujudkan di 
daerah, bila otonomi keempat ranah ini dihormati dan bentuk dan arah intervensi ranah 
kekuasaan kepada ketiga ranah lainnya bersifat necessary. 

Dan ketiga, unsur Masyarakat Warga dapat mempersiapkan tenaga terdidik dan terlatih dalam 
bidang-bidang kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom sehingga pada saatnya 
mereka dapat berkiprah pada jajaran birokrasi daerah (pegawai daerah). Hal ini penting 
dilakukan agar "gula dan kue" yang tercipta dengan otonomi daerah seluas-luasnya itu tidak 
hanya dinikmati oleh para pendatang tetapi juga oleh para putra daerah. Bila putra daerah hanya 
bertindak sebagai penonton, sedangkan pendatang justru menjadi pemain aktif, maka 
kecemburuan sosial dan ketidakadilan akan menyebabkan munculnya kerusuhan dan 
disintegrasi sosial. 

  




